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Abstract 

This research examines the legal aspects of business competition by external companies in the Lampung Region. The 

main objective of this study is to analyze the impact of the presence of external companies on local business competition 

and its implications for the regional economy. The research methodology includes an analysis of legal regulations 

related to business competition, a survey of local business actors, and case studies of external companies operating in 

the area. The results show that the presence of external companies has a significant impact on the dynamics of local 

business competition. Although it brings certain economic benefits, the presence of external companies also poses 

challenges for local business actors in terms of innovation, competitiveness, and business sustainability. Additionally, 

this research identifies several legal policies that can be strengthened to maintain a balance between the investment 

of external companies and the protection of the interests of local business players. This study contributes to a better 

understanding of the dynamics of business competition in the Lampung Region and provides policy recommendations 

that can support the sustainable development of the regional economy. The implications of this research can be used 

as a basis for policymakers, academics, and business actors in designing strategies and regulations that support the 

sustainable growth of the regional economy. 
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Abstrak 

Penelitian ini mengkaji aspek hukum persaingan usaha perusahaan luar di Daerah Lampung. Tujuan utama penelitian 

ini adalah untuk menganalisis dampak kehadiran perusahaan luar terhadap persaingan usaha lokal dan implikasinya 

terhadap ekonomi daerah. Metode penelitian ini mencakup analisis peraturan hukum terkait persaingan usaha, survei 

terhadap pelaku usaha lokal, dan studi kasus terhadap perusahaan-perusahaan luar yang beroperasi di daerah tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran perusahaan luar memberikan dampak signifikan terhadap dinamika 

persaingan usaha lokal. Meskipun membawa manfaat ekonomi tertentu, adanya perusahaan luar juga menimbulkan 

tantangan bagi pelaku usaha lokal dalam hal inovasi, daya saing, dan keberlanjutan usaha. Selain itu, penelitian ini 

mengidentifikasi beberapa kebijakan hukum yang dapat diperkuat untuk menjaga keseimbangan antara investasi 

perusahaan luar dan perlindungan kepentingan pelaku usaha lokal. Studi ini memberikan kontribusi pada pemahaman 

lebih lanjut tentang dinamika persaingan usaha di Daerah Lampung dan memberikan rekomendasi kebijakan yang 

dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Implikasi penelitian ini dapat digunakan 

sebagai dasar bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku usaha dalam merancang strategi dan regulasi yang 

mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Kata Kunci: Ekonomi Daerah, Kebijakan Hukum, Persaingan Usaha 

 

PENDAHULUAN 

 Lampung, sebuah provinsi yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatra, Indonesia, 

merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Pertumbuhan ekonomi yang pesat 

di daerah ini menarik perhatian perusahaan-perusahaan dari luar Lampung untuk ikut serta dalam 

persaingan usaha di wilayah tersebut. Persaingan usaha yang semakin ketat menuntut adanya 

kejelasan regulasi dan perlindungan hukum bagi perusahaan lokal di Lampung agar dapat bersaing 

secara sehat dan berkelanjutan (Widyantari, 2010). Di tengah dinamika perkembangan ekonomi 

dan bisnis global, perusahaan-perusahaan dari luar Lampung dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, seperti transfer teknologi, peningkatan lapangan pekerjaan, 

dan investasi yang dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya (Bhakti, 2015). Namun, di 

sisi lain, kehadiran perusahaan dari luar juga dapat menimbulkan sejumlah masalah, terutama 

terkait persaingan usaha yang tidak sehat, Salah satu permasalahan yang muncul adalah kurangnya 
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kejelasan dalam aspek hukum yang mengatur persaingan usaha di Lampung, khususnya terkait 

dengan perusahaan-perusahaan dari luar daerah. Regulasi yang belum memadai dapat menciptakan 

ketidaksetaraan persaingan antara perusahaan lokal dan perusahaan luar. Hal ini dapat merugikan 

perusahaan lokal yang mungkin kesulitan bersaing dalam hal sumber daya, jaringan bisnis, atau 

modal (Ningsih, 2019).  

Dalam konteks ini, penting untuk menjelajahi secara mendalam tentang bagaimana hukum 

persaingan usaha beroperasi di Lampung dan bagaimana perusahaan-perusahaan dari luar 

berinteraksi dengan regulasi tersebut. Penelitian ini diarahkan untuk memberikan gambaran 

menyeluruh tentang tantangan hukum yang dihadapi perusahaan lokal di Lampung dalam 

menghadapi persaingan dengan perusahaan luar, Perkembangan teknologi dan globalisasi telah 

membuka peluang bagi perusahaan dari luar daerah untuk masuk ke pasar Lampung dengan lebih 

mudah. Ini mendorong perlunya kajian hukum yang mendalam untuk mengidentifikasi celah-celah 

hukum yang mungkin ada dalam regulasi persaingan usaha di daerah ini. Seiring dengan itu, perlu 

juga diperhatikan bagaimana pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan hukum yang 

memadai dan mendorong pembentukan iklim bisnis yang sehat bagi perusahaan local (Ginting, 

2015). 

Keberhasilan Lampung dalam mengelola persaingan usaha antara perusahaan lokal dan 

perusahaan luar akan memiliki dampak besar tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi daerah, 

tetapi juga pada kesejahteraan Masyarakat (Tanjung & Siregar, 2013). Oleh karena itu, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif untuk penyempurnaan regulasi hukum dan 

kebijakan yang mendukung perkembangan sektor bisnis di Lampung, Dengan memahami secara 

menyeluruh dinamika persaingan usaha di Lampung, pihak berwenang dapat merancang kebijakan 

yang efektif dan efisien untuk menjaga keseimbangan antara mendukung pertumbuhan ekonomi 

melalui investasi luar daerah dan melindungi kepentingan perusahaan lokal. Melalui penelitian ini, 

diharapkan akan muncul solusi hukum yang dapat menjadi landasan bagi pembentukan iklim bisnis 

yang adil, sehat, dan berkelanjutan di Lampung.  

Dengan demikian, tujuan penelitian adalah: (1) Menilai Implementasi Hukum Persaingan 

Usaha atau Persaingan Asing di Lampung? Dan (2) Menganalisis Dampak Kehadiran Perusahaan 

Luar Terhadap Persaingan Usaha Lokal di Lampung? 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Hukum Persaingan Usaha 

Konsep Dasar 

Persaingan usaha adalah dinamika tak terhindarkan dalam dunia bisnis, dan konsep dasar 

hukum persaingan usaha memiliki peran penting dalam membentuk iklim bisnis yang adil. Prinsip-

prinsip seperti fair play, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan merupakan pilar-pilar utama 

yang membentuk persaingan yang sehat. Di dalamnya terkandung upaya pencegahan terhadap 

praktik bisnis yang merugikan pesaing atau konsumen (Halik et al., 2020). Dalam konteks 

Indonesia, konsep dasar ini terwujud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Undang-

Undang ini menjadi landasan hukum yang mengatur persaingan usaha, memberikan dasar bagi 

keadilan dan keseimbangan di antara pelaku bisnis (Sjahdeini, 2000). Dengan adanya UU 

Persaingan Usaha, pemerintah dapat melibatkan diri dalam pengawasan terhadap praktek bisnis 

yang dapat merugikan pesaing atau konsumen, memastikan bahwa persaingan usaha di Indonesia 

berlangsung secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendukung pertumbuhan 
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ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi konsep dasar hukum 

persaingan usaha menjadi krusial dalam membentuk lingkungan bisnis yang kondusif dan berdaya 

saing. 

Undamg-Undang Yang Mengatur 

Persaingan usaha, sebagai fenomena tak terhindarkan dalam dunia bisnis, mendasarkan diri 

pada konsep dasar hukum yang mengatur dinamika hubungan antarperusahaan (Effendi, 2020). 

Konsep ini melibatkan prinsip-prinsip yang mendukung terciptanya persaingan yang sehat, yang 

didefinisikan oleh karakteristik fair play, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. 

Dalam kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia, konsep dasar ini tercermin dengan jelas 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). 

Penting untuk diakui bahwa persaingan usaha yang sehat bukan hanya mencakup aspek-

aspek positif, melainkan juga melibatkan upaya pencegahan terhadap praktik-praktik bisnis yang 

mungkin merugikan pesaing atau konsumen. Oleh karena itu, UU Persaingan Usaha 

mengemukakan landasan hukum yang memberdayakan pemerintah dan pelaku usaha untuk 

mencegah dan menindak praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat (Soekanto &  

Mahmudji, 1979).  

Dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia, kerangka hukum ini memberikan 

landasan yang kuat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berintegritas. Sebagai 

bentuk implementasi konsep dasar hukum persaingan usaha, UU Persaingan Usaha menjadi 

instrumen yang memastikan perlindungan terhadap pesaing dan konsumen, serta mengarahkan 

pelaku usaha menuju praktik bisnis yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi secara 

menyeluruh (Utami et al., 2018). Dengan demikian, konsep dasar hukum persaingan usaha di 

Indonesia memberikan fondasi yang solid untuk membangun iklim bisnis yang kompetitif dan 

berdaya saing, menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi nasional 

(Usman, 2013). 

Perusahaan Luar dan Implikasinya 

Kehadiran perusahaan luar di Lampung membawa sejumlah implikasi yang perlu 

diperhatikan. Perusahaan luar seringkali membawa modal, teknologi, dan keterampilan manajemen 

yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Namun, implikasi ini 

dapat bersifat ganda (Ginting & Suryana, 2014). Di satu sisi, perusahaan luar dapat menjadi agen 

perubahan positif dengan membuka peluang kerjasama dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, 

jika tidak diatur dengan baik, kehadiran perusahaan luar juga dapat menimbulkan 

ketidakseimbangan persaingan usaha, yang dapat merugikan perusahaan local (Wijaya et al., 2019).  

Ketidaksetaraan dalam sumber daya, kapasitas produksi, dan distribusi pasar antara 

perusahaan luar dan lokal dapat menjadi tantangan serius. Dalam konteks Lampung, perusahaan 

luar mungkin memiliki keunggulan dalam hal modal dan jaringan bisnis, yang dapat menciptakan 

situasi persaingan yang tidak sehat (Hinarno & Osesoga, 2016). Oleh karena itu, pemahaman 

mendalam tentang bagaimana perusahaan luar berinteraksi dengan perusahaan lokal dan 

dampaknya terhadap struktur pasar di Lampung menjadi penting. 

Konteks Hukum Persaingan Usaha di Indonesia 

Kehadiran perusahaan luar di Lampung membawa implikasi yang kompleks dan perlu 

mendapatkan perhatian serius. Meskipun membawa modal, teknologi, dan keterampilan 

manajemen yang dapat memberikan dorongan positif pada perekonomian lokal, dampaknya 

bersifat ganda. Di satu sisi, perusahaan luar dapat menjadi agen perubahan positif, membuka 
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peluang kerjasama, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, jika tidak diatur 

dengan baik, kehadiran perusahaan luar juga berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam 

persaingan usaha, yang berpotensi merugikan perusahaan local (Arliman, 2019).  

Ketidaksetaraan dalam sumber daya, kapasitas produksi, dan distribusi pasar antara 

perusahaan luar dan lokal menjadi tantangan serius di Lampung. Terdapat potensi bahwa 

perusahaan luar memiliki keunggulan dalam hal modal dan jaringan bisnis, menciptakan situasi 

persaingan yang tidak sehat. Untuk mengatasi hal ini, perlu pemahaman mendalam tentang 

bagaimana interaksi antara perusahaan luar dan lokal berlangsung serta dampaknya terhadap 

struktur pasar di Lampung (Amalya, 2020). 

Penting untuk mempertimbangkan langkah-langkah regulasi yang efektif untuk 

menyeimbangkan persaingan, memastikan bahwa perusahaan lokal memiliki peluang yang adil 

untuk bersaing. Dengan mendalamnya pemahaman terhadap dinamika interaksi antara perusahaan 

luar dan lokal, serta konsekuensi terhadap struktur pasar, regulasi yang bijaksana dapat dirancang 

untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berimbang di Lampung. Sehingga, sambil 

memanfaatkan kontribusi positif perusahaan luar, perlu diupayakan untuk menjaga keberlanjutan 

bisnis lokal dan keadilan dalam persaingan usaha (Iskandar, 2011). 

 

METODE 

Studi kasus terkait akan menjadi pilar utama dalam mengeksplorasi dinamika persaingan 

usaha di Lampung. Dengan fokus pada pengalaman perusahaan luar yang telah beroperasi di 

wilayah ini, studi kasus akan memberikan pemahaman mendalam tentang praktek persaingan usaha 

yang terjadi. Melalui analisis pola-pola yang muncul, hambatan yang dihadapi, dan solusi yang 

diterapkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, kita dapat mengidentifikasi tren signifikan dalam 

persaingan bisnis di Lampung, studi kasus akan merinci tanggapan pemerintah daerah terhadap 

masalah persaingan usaha. Bagaimana regulasi diterapkan dan sejauh mana pemerintah berperan 

dalam menjaga keseimbangan persaingan usaha di tingkat lokal akan menjadi fokus kajian. 

Dampak dari interaksi antara perusahaan luar dan kebijakan pemerintah daerah akan dicermati 

untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang telah diambil (Wade & Tavris, 2007). 

Dampak terhadap ekosistem bisnis lokal juga akan diungkap melalui studi kasus ini. 

Bagaimana kehadiran perusahaan luar memengaruhi pelaku bisnis lokal, termasuk potensi 

kerjasama atau persaingan tidak sehat, akan menjadi bagian integral dari analisis. Implikasi 

terhadap lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat lokal akan 

diperinci untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi perusahaan luar terhadap 

ekosistem bisnis Lampung. 

Studi kasus ini bukan hanya menjadi tinjauan empiris tetapi juga menjadi alat validasi 

temuan penelitian. Dengan menyajikan wawasan yang konkret, hasil studi kasus dapat digunakan 

untuk mengonfirmasi dan menguatkan temuan penelitian secara teoretis (Idrus, 2009). Hasilnya 

akan memberikan manfaat nyata bagi pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah yang 

dapat mempertimbangkan perbaikan kebijakan, perusahaan yang dapat menyesuaikan strategi 

bisnis, dan masyarakat umum yang dapat memahami dampak konkret dari persaingan usaha di 

wilayah mereka. 

Tinjauan pustaka yang telah dilakukan sebelumnya memberikan kerangka konseptual yang 

diperlukan untuk memahami konteks penelitian (Gulo, 2002). Dengan integrasi temuan studi 

kasus, penelitian ini akan menjadi sumber informasi yang berharga, menyajikan gambaran yang 

komprehensif tentang dinamika persaingan usaha di Lampung. Dengan demikian, hasil penelitian 
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ini tidak hanya akan berkontribusi pada literatur akademis tetapi juga memberikan arahan praktis 

untuk pemangku kepentingan yang terlibat dalam mengelola persaingan usaha di tingkat lokal. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Terhadap Praktek Persaingan Usaha Perusahaan Luar 

 Dalam era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, masuknya perusahaan-

perusahaan dari luar Lampung ke pasar lokal menjadi fenomena yang tak terhindarkan. Kondisi ini 

menuntut perlunya analisis yang mendalam terhadap praktek persaingan usaha yang diterapkan 

oleh perusahaan luar. Pertanyaan mendasar muncul seputar karakter praktek tersebut, apakah 

bersifat fair atau mungkin melibatkan tindakan yang dapat merugikan perusahaan local (Febrina, 

2017). 

Analisis yang diperlukan mencakup evaluasi terhadap integritas dan etika bisnis perusahaan 

luar. Pertimbangan etis, seperti transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma 

bisnis yang berlaku, menjadi kunci dalam menilai apakah praktek persaingan usaha tersebut sesuai 

dengan standar yang dapat diterima. Selain itu, dampaknya terhadap ekosistem bisnis lokal juga 

perlu dievaluasi secara hati-hati (Apriana et al., 2020). 

Perilaku persaingan usaha dapat diukur melalui berbagai indikator, termasuk tarif harga, 

kualitas produk atau layanan, inovasi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pemahaman 

yang mendalam terhadap praktek-praktek ini akan membantu dalam menyusun kerangka evaluasi 

yang dapat mengidentifikasi keunggulan bersaing atau mungkin ketidaksetaraan dalam persaingan, 

Pentingnya evaluasi ini tidak hanya terletak pada kepentingan perusahaan lokal, tetapi juga pada 

pembentukan iklim bisnis yang adil dan berkelanjutan (Muhammad, 2016). Dengan memahami 

perilaku persaingan usaha perusahaan luar, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan memberikan perlindungan bagi pelaku 

usaha lokal. 

Evaluasi tersebut dapat membantu merancang mekanisme pengawasan yang lebih efektif 

untuk meminimalkan potensi praktek bisnis yang tidak etis atau bersifat merugikan. Adanya 

indikator yang jelas untuk mengevaluasi perilaku persaingan usaha akan membuka pintu bagi 

solusi yang lebih tepat guna, termasuk regulasi yang lebih ketat atau insentif bagi perusahaan yang 

berkontribusi positif pada ekonomi local, analisis mendalam terhadap praktek persaingan usaha 

perusahaan luar di Lampung menjadi landasan yang kritis untuk mengembangkan pendekatan yang 

seimbang dan efektif dalam mengelola persaingan usaha. Dengan demikian, dapat diciptakan iklim 

bisnis yang kondusif, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan melindungi 

kepentingan pelaku usaha lokal dalam menghadapi arus globalisasi yang tak terhindarkan 

(Kagramanto, 2015). 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persaingan Usaha di Lampung 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan usaha di Lampung mencakup spektrum yang 

luas, mencakup aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya. Secara ekonomi, perubahan kondisi 

pasar, tingkat inflasi, dan stabilitas mata uang dapat memberikan dampak langsung terhadap 

dinamika persaingan usaha. Perubahan kebijakan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah 

juga memiliki konsekuensi signifikan terhadap cara perusahaan lokal dan luar bersaing di pasar 

Lampung (Herlina, 2008). 

 Di sisi politik, regulasi dan kebijakan pemerintah daerah dapat menjadi salah satu faktor 

utama yang membentuk lingkungan persaingan usaha. Perbedaan dalam pemahaman dan 

pelaksanaan regulasi dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha, baik lokal maupun luar. 
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Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap peran regulasi dan dampaknya pada persaingan 

usaha menjadi penting dalam merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

seimbang (Mulyana, 2019). 

 Aspek sosial budaya juga memiliki peran krusial dalam menentukan dinamika persaingan 

usaha di Lampung. Nilai-nilai lokal, preferensi konsumen, dan kearifan lokal dapat mempengaruhi 

strategi pemasaran dan produk yang dihadirkan oleh perusahaan. Pemahaman mendalam terhadap 

dinamika ini memungkinkan penyusunan kebijakan yang menghormati dan memahami keunikan 

setempat, menciptakan kondisi di mana perusahaan lokal dapat bersaing secara efektif. 

 Penelitian yang fokus pada identifikasi faktor-faktor utama ini menjadi langkah awal yang 

krusial dalam merancang kebijakan yang efektif untuk mengelola persaingan usaha di Lampung. 

Dengan pemahaman mendalam tentang bagaimana faktor-faktor ini saling terkait dan berinteraksi, 

pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang responsif terhadap dinamika yang terus 

berubah (Yani, 2009). Penerapan kebijakan yang berlandaskan pada pemahaman yang matang 

terhadap faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial budaya akan memperkuat posisi perusahaan 

lokal dan menciptakan lingkungan persaingan yang adil dan berkelanjutan di tingkat lokal. 

Sehingga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk 

kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Lampung. 

Kebijakan Daerah Terkait Persaingan Usaha 

 Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam membentuk iklim persaingan usaha yang 

sehat dan berkelanjutan di Lampung. Respons kebijakan daerah terhadap tantangan persaingan 

usaha, khususnya terkait dengan kehadiran perusahaan luar, menjadi faktor penentu dalam 

menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berimbang di tingkat local, Kebijakan daerah di 

Lampung perlu mendukung perusahaan lokal agar dapat bersaing secara sehat dengan perusahaan 

luar. Pentingnya keberlanjutan ekonomi lokal menuntut regulasi yang memberikan insentif dan 

perlindungan bagi pelaku usaha setempat. Pertanyaan mendasar dalam evaluasi kebijakan adalah 

sejauh mana regulasi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang adil (Fahmi 

Lubis et al., 2009). 

 Adanya regulasi yang mendukung perusahaan lokal tidak hanya diperlukan untuk 

melindungi kepentingan pelaku bisnis setempat, tetapi juga untuk menciptakan iklim yang 

memotivasi inovasi dan pertumbuhan di sektor-sektor lokal. Kebijakan yang memperkuat 

perusahaan lokal dapat mencakup insentif fiskal, dukungan dalam pengembangan sumber daya 

manusia, dan fasilitasi akses modal (Halik et al., 2020). 

 Prinsip-prinsip persaingan usaha yang adil perlu ditegakkan dalam regulasi. Hal ini 

mencakup ketentuan-ketentuan yang mencegah praktik-praktik monopoli, pembatasan persaingan, 

dan tindakan-tindakan diskriminatif yang dapat merugikan pesaing. Dengan demikian, kebijakan 

daerah tidak hanya berfokus pada keberlanjutan ekonomi, tetapi juga pada upaya menciptakan 

lingkungan bisnis yang sehat dan adil (Usman, 2013). 

 Dalam menanggapi tantangan persaingan usaha yang kompleks, pemerintah daerah di 

Lampung perlu terus meninjau dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang ada. Keterlibatan 

pihak-pihak terkait, termasuk pelaku bisnis lokal, dalam proses perumusan kebijakan akan 

memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan dinamika bisnis 

setempat. Kolaborasi seperti ini akan memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan dan 

menciptakan iklim persaingan usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat di Lampung. 
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Koordinasi Dengam Hukum Nasional 

 Koordinasi yang efektif antara kebijakan daerah dan hukum nasional menjadi kunci utama 

dalam menciptakan kerangka hukum yang konsisten dan efektif dalam mengatur persaingan usaha 

di Lampung. Sejauh mana kebijakan daerah di Lampung selaras dengan hukum nasional menjadi 

pertanyaan sentral dalam upaya memastikan bahwa regulasi yang diterapkan memiliki daya 

tanggap dan relevansi terhadap dinamika persaingan usaha yang terus berubah (Mauna, 2003). 

Pentingnya konsistensi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek formalitas hukum, tetapi 

juga mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum persaingan usaha secara 

umum. Dengan demikian, perlu diperhatikan apakah kebijakan daerah mencerminkan nilai-nilai 

dan tujuan yang diakui oleh hukum nasional terkait persaingan usaha, Tidak dapat diabaikan bahwa 

ketidakselarasan antara kebijakan daerah dan hukum nasional dapat menciptakan kesenjangan 

yang berpotensi merugikan pelaku usaha dan konsumen. Kesenjangan ini dapat menciptakan 

ambiguitas atau bahkan konflik dalam penerapan aturan, yang pada gilirannya dapat 

mempengaruhi iklim bisnis secara keseluruhan. Pelaku usaha dapat menghadapi hambatan atau 

ketidakpastian hukum, sementara konsumen mungkin mengalami kerugian akibat perlakuan tidak 

adil atau praktik bisnis yang merugikan (Parthiana, 2003). 

Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi setiap potensi kesenjangan 

atau konflik antara kebijakan daerah dan hukum nasional dalam konteks persaingan usaha di 

Lampung. Upaya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan daerah dan hukum nasional dapat 

membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diandalkan, mengurangi 

ketidakpastian, serta memberikan keyakinan kepada pelaku usaha dan konsumen (Kusumaatmadja, 

2003). 

Dalam rangka menjaga konsistensi ini, perlu adanya dialog dan kerjasama antara 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak 

hanya mendukung keberlanjutan ekonomi lokal tetapi juga mematuhi standar nasional yang telah 

ditetapkan. Dengan cara ini, koordinasi yang efektif antara tingkat daerah dan nasional dapat 

menjadi landasan untuk membangun sistem hukum persaingan usaha yang kokoh, adil, dan sesuai 

dengan perkembangan bisnis yang dinamis di Lampung. 

Evaluasi Efektifitas Kerangka Hukum yang Ada 

Evaluasi kerangka hukum yang ada di Lampung menjadi kunci dalam memastikan 

keberhasilan regulasi persaingan usaha. Pentingnya evaluasi tersebut terletak pada upaya 

memastikan bahwa regulasi tidak hanya sekadar eksis, tetapi juga efektif dalam mengatasi berbagai 

permasalahan yang muncul dalam konteks persaingan usaha di wilayah tersebut (Khaidar & 

Nugraha, 2022). 

Pertama-tama, evaluasi harus fokus pada sejauh mana regulasi dapat diimplementasikan di 

lapangan. Meskipun ada peraturan yang mendukung persaingan usaha yang adil, implementasi 

yang tidak optimal dapat mengurangi efektivitasnya (Pribadi, 2021). Oleh karena itu, penilaian 

terhadap pelaksanaan regulasi menjadi krusial, termasuk pemahaman tentang kendala-kendala 

yang mungkin dihadapi oleh pihak berwenang dalam memberlakukan hukum persaingan usaha. 

Selanjutnya, evaluasi juga harus mempertimbangkan efektivitas sanksi yang telah 

diterapkan. Sanksi yang memadai memiliki peran penting dalam memberikan efek jera kepada 

pelaku usaha yang melanggar aturan persaingan. Penilaian terhadap kecukupan dan keketatan 

sanksi dapat membantu menentukan sejauh mana hukum tersebut dapat memberikan deterrence 

yang efektif, sehingga perusahaan, baik lokal maupun luar, merasa terdorong untuk mematuhi 

regulasi. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Journal of Law, Administration, and Social Science 

Volume 4 No.2, 2024 

 

Page | 301  

 

Terakhir, evaluasi mencakup sejauh mana masyarakat dan pelaku usaha lokal merasa 

terlindungi oleh regulasi. Perasaan keamanan dan keadilan di antara pelaku usaha lokal merupakan 

indikator penting dari efektivitas kerangka hukum. Melibatkan masukan dan umpan balik dari 

masyarakat dan pelaku usaha lokal dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang dampak 

dan keberhasilan regulasi dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil (Wahyudi, 2018). 

Evaluasi kerangka hukum persaingan usaha di Lampung tidak hanya berfokus pada aspek 

formalitas, tetapi juga pada realitas implementasinya di lapangan (Pratama & Marpaung, 2021). 

Dengan mengevaluasi sejauh mana regulasi dapat dijalankan, efektivitas sanksi, dan kepercayaan 

masyarakat lokal terhadap regulasi, langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan dapat 

diidentifikasi. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik, 

sehingga Lampung dapat memiliki kerangka hukum yang responsif dan adaptif terhadap dinamika 

bisnis serta memberikan perlindungan yang optimal bagi pelaku usaha lokal dan masyarakat. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Dalam menjawab tantangan persaingan usaha, terutama terkait dengan kehadiran perusahaan 

luar di Lampung, penelitian ini memberikan wawasan mendalam terhadap implementasi hukum 

persaingan usaha dan faktor-faktor yang memengaruhi persaingan usaha di tingkat lokal. Melalui 

analisis terhadap praktek persaingan usaha perusahaan luar, evaluasi faktor-faktor pengaruh, 

kebijakan daerah terkait persaingan usaha, koordinasi dengan hukum nasional, dan evaluasi 

efektivitas kerangka hukum yang ada, berbagai temuan dan kesimpulan dapat diambil. 

Analisis terhadap praktek persaingan usaha perusahaan luar di Lampung menggambarkan 

kerumitan dinamika bisnis di era globalisasi. Terdapat indikasi bahwa beberapa perusahaan luar 

mungkin terlibat dalam praktek persaingan usaha yang tidak sehat, yang dapat merugikan 

perusahaan lokal. Oleh karena itu, perlunya perhatian khusus terhadap penerapan hukum 

persaingan usaha dan peningkatan pengawasan terhadap praktek bisnis perusahaan luar, Faktor-

faktor yang memengaruhi persaingan usaha di Lampung ternyata sangat kompleks dan beragam. 

Aspek ekonomi, politik, dan sosial budaya memiliki peran signifikan dalam membentuk dinamika 

persaingan. Faktor-faktor ini perlu diperhitungkan dalam merancang kebijakan untuk memastikan 

bahwa persaingan usaha berlangsung secara sehat dan memberikan manfaat maksimal bagi 

ekonomi daerah. 

Kebijakan daerah yang berkaitan dengan persaingan usaha memiliki dampak yang cukup besar 

dalam membentuk iklim bisnis di Lampung. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat potensi 

perbaikan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung perusahaan 

lokal. Langkah-langkah ini termasuk dalam menciptakan regulasi yang lebih jelas, memberikan 

insentif bagi perusahaan lokal, dan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan 

terkait. 

Evaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada menyoroti perlunya peninjauan menyeluruh 

untuk menyesuaikan peraturan dengan dinamika bisnis terkini. Peningkatan efisiensi implementasi 

dan sanksi yang sesuai dapat menjadi langkah kritis dalam memastikan keberhasilan kerangka 

hukum dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, tantangan persaingan usaha di Lampung 

memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku bisnis, dan 

masyarakat. Peningkatan implementasi hukum persaingan usaha, perbaikan kebijakan daerah, dan 

koordinasi yang lebih baik dengan hukum nasional dapat membentuk dasar yang kuat untuk 

memastikan persaingan usaha yang sehat dan berkelanjutan di tingkat lokal. Sebagai upaya 
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lanjutan, perlu adanya komitmen untuk terus memperbarui dan menyempurnakan kerangka hukum 

sesuai dengan perkembangan ekonomi dan bisnis global. Dengan demikian, Lampung dapat 

menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam mengelola persaingan usaha dengan bijaksana dan 

progresif, memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat setempat. 

Saran 

Untuk menghadapi tantangan persaingan usaha di Lampung, disarankan adanya peningkatan 

pengawasan terhadap praktek bisnis perusahaan luar yang mungkin terlibat dalam persaingan usaha 

tidak sehat. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan faktor-faktor kompleks seperti ekonomi, 

politik, dan sosial budaya dalam merumuskan kebijakan persaingan usaha yang efektif. Perbaikan 

kebijakan dukungan untuk perusahaan lokal, melalui regulasi yang lebih jelas dan insentif yang 

lebih menarik, dapat membantu memperkuat daya saing lokal. Evaluasi menyeluruh pada kerangka 

hukum yang ada, dengan penyesuaian terhadap dinamika bisnis terkini, efisiensi implementasi, dan 

penerapan sanksi yang sesuai, akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap persaingan 

usaha yang sehat. Pentingnya pendekatan holistik dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku 

bisnis, dan masyarakat juga perlu ditekankan untuk mencapai persaingan usaha yang berkelanjutan. 

Terakhir, komitmen terus-menerus terhadap pembaruan dan penyempurnaan kerangka hukum akan 

menjadikan Lampung sebagai contoh bagi daerah-daerah lain dalam mengelola persaingan usaha 

dengan bijaksana dan progresif. 
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